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Siaran Pers

Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Lemah:

Persepsi pelaku bisnis tentang korupsi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan; kenaikan
angka indeks jangan membuat pemerintah jadi berpuas diri

Transparency International kembali meluncurkan Corruption Perception Index 2009 pada hari ini
secara serentak di seluruh dunia. Survei ini mengingatkan kita kembali bahwa korupsi adalah
fenomena global yang terjadi di seluruh negara di dunia, dengan tingkat kerawanan yang berbeda-
beda. Krisis ekonomi global merupakan indikator konkrit bagaimana tidak adanya transparansi dan
akuntabilitas di sektor bisnis membuka peluang terhadap korupsi, yang ternyata mampu
menyebabkan efek domino yang dapat menghancurkan tata ekonomi dunia.

180 negara masuk dalam pengukuran CPI 2009. Indeks pengukuran memiliki skala antara O (sangat
korup) sampai dengan 10 (sangat bersih). Sebagian besar negara yang masuk dalam pengukuran
ternyata mendapat skor di bawah 5. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi
pada sektor publik dalam negara yang bersangkutan. CPI adalah indeks gabungan dari 13
poling/survei yang dilakukan oleh 10 lembaga independen.

CPI didisain untuk mengambil potret sesaat persepsi korupsi di negara yang disurvei. Karena itu,
CPI dapat memberikan gambaran awal mengenai situasi korupsi di suatu negara. Namun perangkat
analisis CPI tidak dapat memberikan gambaran mengenai penyebab korupsi maupun institusi mana
yang perlu diperbaiki dalam suatu negara. Salah satu tujuan dari CPI adalah untuk mendorong
dilaksanakannya riset dan analisa yang lain untuk mengetahui hal tersebut di atas.

CPI 2009 menunjukkan bahwa korupsi memiliki korelasi yang sangat kuat dengan konflik dan
instabilitas. Asumsi di atas terbukti bila melihat daftar negara-negara yang memiliki indeks
terendah antara lain Somalia (1,1), Afghanistan (1,3), Myanmar, Sudan dan Irak (1,5). Di sisi lain,
negara-negara dengan indeks yang tertinggi antara lain Selandia Baru (9,4), Denmark (9,3),
Singapura dan Swedia sama indeksnya (9,2), dan Swiss (9,0) adalah negara-negara dengan tingkat
stabilitas ekonomi dan politik yang tinggi.

CP1 2009 Indonesia

Skor Indonesia dalam CPI 2009 adalah 2,8. Skor ini dapat dibaca bahwa Indonesia masih dipandang
rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat/analis negara. Skor Indonesia yang sangat
rendah menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan komitmen
pemerintah terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik harus dipertanyakan. Ini
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sangat memprihatinkan apalagi bila skor Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga
seperti Singapura, Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,3).
Pada CPI 2008, Indonesia mendapat skor 2,6. Kenaikan sebesar 0,2 tersebut tidak perlu dilihat
sebagai suatu prestasi yang harus dibangga-banggakan karena:

1. Skor 2,8 masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang dipersepsikan korup

2. Perubahan skor 0,2 tidak terlalu signifikan

Namun di sisi lain, metode CPl menyatakan bahwa perubahan skor dapat terjadi apabila terjadi
perbaikan atau perubahan yang dapat terobservasi dengan jelas. Menurut analisa dari Transparency
International Indonesia hal ini dapat dikaitkan pada dua hal, yaitu prestasi Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan reformasi Departemen Keuangan. Meskipun tidak berkorelasi langsung dengan
meningkatnya skor CPI Indonesia, perubahan yang terjadi di dua institusi tersebut menurut TI-
Indonesia cukup signifikan dan dapat diobservasi dengan jelas.

Usaha KPK dalam pemberantasan korupsi relatif baik dibanding dengan institusi penegak hukum
lain di Indonesia. KPK cukup konsisten dalam kerjanya, dan karenanya kepercayaan masyarakat
kepadanya semakin tinggi. Indikator yang bisa dilihat secara langsung terlihat dari besarnya
dukungan masyarakat terhadap KPK dalam perkembangan terakhir konflik KPK dan Polri.
Sementara itu, reformasi di Departemen Keuangan juga dapat dirasakan secara langsung oleh
masyarakat dan pelaku bisnis, terutama di bidang pajak dan bea cukai.

Prestasi dua institusi tersebut, sayangnya belum diikuti dengan perubahan signifikan di institusi
publik lain di negara ini. Perkembangan terakhir bahkan menunjukkan ada usaha sistematis
melemahkan KPK yang dilakukan oleh oknum yang belum diketahui identitasnya. Sementara
institusi kejaksaan dan kepolisian yang seharusnya menjadi garda depan penegakan hukum,
semakin terpuruk akibat ulah oknum-oknum di dalamnya.

Dengan diluncurkannya CPI 2009, TI-Indonesia dengan ini menghimbau kepada pemerintah agar:
1. Tetap konsisten dengan usaha pemberantasan korupsi melalui penguatan institusi penegak

hukum dan reformasi birokrasi di berbagai lini

2. Lebih serius dalam mencegah pelemahan lembaga KPK secara sistematis yang akan berdampak
sangat buruk bagi usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Mendorong pemerintah Indonesia untuk menggunakan CPl sebagai salah satu indikator
keberhasilan pemberantasan korupsi.

Jakarta, 17 November 2009
V\/‘//“’?//Q/V\/(/L

Teten Masduki

Sekretaris Jendral TI-Indonesia
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Lampiran:

Survei-survei yang dijadikan sumber CPI 2009. Skor Indonesia dihasilkan oleh sumber-sumber
yang dicetak tebal.

No
1

10

Nama Survei

Country Performance Assessment Rating 2008

Country and Policy Institutional Assessment 2008

Bertelsmann Transformation Index 2009

Country Risk Service and Country Forecast 2009

Nations in Transit 2009
Global Risk Service 2009
World Competitiveness Report 2008 & 2009

Asian Intelligence 2008 & 2009

Country Policy and Institutional Assessment 2008

Global Competitiveness Report 2008 & 2009
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Institusi Pelaksana

Asian Development Bank

African Development
Bank

Bertelsmann
Foundation

Economist Intelligence
Unit

Freedom House

IHS Global Insight

Institute for
Management
Development

Political and Economic
Risk Consultancy

World Bank

World Economic Forum
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Korupsi mengancam pemulihan ekonomi global dan
menjadi tantangan besar bagi negara-negara yang
mengalami konflik

Berlin, 17 November 2009 — Melihat pemulihan ekonomi dunia yang mulai tampak
dan pergulatan beberapa negara melawan konflik dan isu keamanan yang tengah
berlangsung, jelaslah bagi kita bahwa tidak ada bagian manapun di dunia yang kebal
terhadap dampak korupsi, sebagaimana dinyatakan oleh Indek Persepsi Korupsi
Transparency International 2009 (IPK), sebuah alat ukur korupsi sektor domestik dan
publik yang penyiarannya dilakukan hari ini.

“Pada saat kita melaksanakan paket stimulus besar-besaran, pencairan dana publik
yang dilakukan secara cepat, dan upaya pengamanan perdamaian di seluruh dunia,
adalah penting untuk mengenali dalam hal apa korupsi telah menghalangi tata
pemerintahan yang baik dan akuntabilitas, sehingga kita dapat memutus rantai
korupsi yang merusak ini” kata Huguette Labelle, Ketua Transparency International

(TI).

Sebagian besar dari 180 negara yang termasuk dalam Indeks 2009 ini mendapatkan
nilai di bawah lima dari skala yang berkisar antara nilai 0 (untuk negara yang
dianggap sangat korup) sampai nilai 10 (untuk negara yang dianggap memiliki
tingkat korupsi rendah). IPK mengukur tingkatan korupsi yang terlihat pada sektor
publik di negara tertentu dan IPK merupakan suatu indeks gabungan, yang
menyatukan pendapat 13 ahli dan jajak pendapat bisnis. IPK 2009 memberikan nilai
bagi 180 negara, jumlah yang sama dengan yang tercakup dalam IPK 2008.

Negara-negara yang rapuh dan tidak stabil karena berada dalam situasi perang dan
konflik menduduki posisi terbawah dalam indeks. Negara-negara itu adalah: Somalia
dengan nilai 1.1, Afghanistan dengan nilai 1.3, Myanmar dengan nilai 1.4 dan Sudan
bersama Irak mendapat nilai 1.5. Hasil itu menunjukkan bahwa negara yang
dipandang sebagai paling korup adalah juga negara yang mengalami konflik
berkepanjangan, yang telah mengacaukan infrastruktur tata pemerintahan mereka.

Pada saat lembaga-lembaga penting lemah atau tidak ada, korupsi akan berputar
tidak terkendali dan perampasan sumberdaya publik membawa kepada
ketidakamanan dan ketiadaan hukuman. Korupsi juga membuat hilangnya
kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga dan pemerintah yang baru terbentuk
yang dituntut untuk memberi jaminan kelangsungan hidup dan stabilitas.

Kita tidak bisa membiarkan negara-negara yang menduduki posisi terbawah dalam
indeks ini tidak terjangkau upaya-upaya pembangunan. Malahan, dari IPK terlihat
bahwa diperlukan upaya memperkuat lembaga-lembaga di negara-negara itu.
Investor dan donor harus sama-sama cermat dalam melakukan tindakan mereka
selain mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka serta menuntut
transparansi dan akuntabilitas dari negara-negara penerima manfaat.

“Untuk melawan korupsi diperlukan pengawasan kuat oleh parlemen, peradilan yang
berkinerja baik, badan pemeriksa dan anti korupsi yang independen dan memiliki
sumberdaya memadai, penegakan hukum yang kuat, transparansi dalam anggaran
publik, pendapatan serta aliran bantuan, dan juga ruang bagi media independen
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serta masyarakat sipil yang dinamis,” kata Labelle. “Masyarakat internasional harus
menemukan cara-cara yang efisien untuk membantu negara yang berada dalam
situasi perang untuk berkembang dan melanjutkan lembaga-lembaga mereka.”

Negara-negara yang mendapat nilai tertinggi dalam IPK 2009 adalah Selandia Baru
yang memperoleh nilai 9.4, Denmark 9.3, Singapura dan Swedia sama-sama
memperoleh 9.2 dan Swis 9.0. Nilai-nilai itu mencerminkan stabilitas politik,
peraturan konflik kepentingan yang sudah lama terbentuk, serta lembaga publik yang
mantap dan berkinerja baik.

Hasil menyeluruh dalam IPK 2009 sangat memprihatinkan karena korupsi terus
bercokol walau secara tersembunyi saat ada banyak ketidakjelasan, saat lembaga
publik perlu diperkuat dan saat pemerintah belum menerapkan kerangka hukum
antikorupsi.

Bahkan negara industrialis tidak dapat berpuas diri: pasokan korupsi dan fasilitasi
korupsi seringkali melibatkan perusahaan yang berkedudukan di negara mereka.
Yurisdiksi kerahasiaan keuangan yang terkait dengan banyak negara yang dalam
IPK duduk di posisi puncak, telah menghalangi upaya-upaya melawan korupsi dan
pengambilalihan kembali aset yang dicuri.

“Uang hasil korupsi tidak boleh menemukan tempat berlabuh yang aman. Ini saatnya
kita berhenti membuat berbagai alasan,” kata Labelle. “Pekerjaan OECD di wilayah
ini disambut gembira, namun harus ada kesepakatan bilateral mengenai pertukaran
informasi untuk mengakhiri secara tuntas rejim kerahasiaan. Pada saat yang sama
perusahaan harus berhenti beroperasi di tempat-tempat memiliki praktik keuangan
ilegal.”

Suap, kartel, dan praktik korup lainnya melemahkan persaingan dan menyebabkan
kerugian sangat besar dalam bidang sumberdaya pembangunan di semua negara,
terutama negara-negara termiskin. Antara tahun 1990 dan 2005, lebih dari 283
kartel internasional telah diekspos dan konsumen seluruh dunia mengalami kerugian
yang ditaksir sekitar 300 milyar Dolar Amerika karena harus membayar harga yang
lebih dari semestinya, sebagaimana didokumentasikan dalam laporan Tl baru-baru
ini.

Karena sebagian besar negara yang masuk dalam IPK 2009 mendapat nilai di
bawah 5, korupsi adalah tantangan yang tidak dapat disangkal. Kelompok 20 (G20)
telah membuat komitmen kuat untuk memastikan bahwa integritas dan transparansi
akan menjadi batu penjuru yang mendasari struktur perundang-undangan yang baru
disusun. Sejalan dengan upaya Kelompok 20 (G20) menangani sektor keuangan dan
reformasi ekonomi, sangatlah penting memandang korupsi sebagai ancaman
substansial yang dapat menghalangi terwujudnya ekonomi yang berkelanjutan di
masa mendatang. Kelompok 20 (G20) harus tetap memegang komitmen untuk
memperoleh dukungan publik dalam rangka melakukan reformasi dengan membuat
lembaga seperti Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board) serta
keputusan mengenai investasi dalam hal infrastruktur menjadi transparan dan
terbuka terhadap masukan dari masyarakat sipil.

Secara global dan nasional, lembaga-lembaga pengawas dan kerangka hukum yang
sungguh-sungguh diberlakukan, diperkuat oleh peraturan yang lebih efektif dan
cerdas, akan memastikan adanya tingkat korupsi yang lebih rendah. Hasilnya,
kepercayaan yang lebih besar yang dibutuhkan oleh lembaga publik akan dapat
dibangun, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta bantuan pembangunan
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yang lebih efektif akan dapat diwujudkan. Yang paling penting, hal ini akan
mengentaskan penderitaan manusia dalam skala besar di negara-negara yang
memiliki kinerja paling buruk dalam Indeks Persepsi Korupsi.

A

Transparency International adalah organisasi masyarakat madani internasional yang memimpin
perjuangan melawan korupsi.

Kontak Media:
Gypsy Guillén Kaiser
Tel: +49 30 34 38 20 19 or
+49 30 34 38 20 662
E-mail: press@transparency.org
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This Excel-sheet presents the Corruption
Perceptions Index 2009 and additional background

data. For information on data and methodology

please consult the press release and the

ADB: Country Performance Assessment Ratings by the Asian
Development Bank

AFDB: Country Policy and Institutional Assessment by the
African Development Bank

BF: Bertelsmann Transformation Index by the Bertelsmann
Foundation

EIU: Country Risk Service and Country Forecast by the
Economist Intelligence Unit

FH: Nations in Transit by Freedom House

Gl: Global Risk Service by IHS Global Insight

IMD: World Competitiveness Report by the Institute for

methodology documentation at Management Development
www.transparency.org/cpi PERC: Asian Intelligence by Political and Economic Risk
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